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LAMPIRAN

Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1.

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara
Dircktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Republik Indonesia dengan Dircktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021
bahwa Surat Edaran Dircktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Nomer: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang
Masalah Poligami Dalam ldah tidak berjalan efektif schingga perlu
dilakukan peninjauan;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan

angka 1, perlu menctapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1.

2,

Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan
nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan
perempuan lain dalam masa idah istrinya,

Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan
prosedur pencatatan  pernikahan  bagi bekas suami yang akan
menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C.Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan
perniknhan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

Pernikahan;
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E. Ketentuan

1.

Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus
duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang
bersangkutan tclah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai
dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;

Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan
bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk
membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan

perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;

. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa

idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya,
maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami tersclubung;

. Dalam hal bekas suami  telah menikahi perempuan lain dalam masa

idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah
mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1.

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Dircktur
Jenderal Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam  Nomor:
DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami
Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021
JENDERAL
- -, BIMBINGAY MASYARAKAT ISLAM /=
/ <
(v 7
\ PNy o ”
o KKAMARUD IN AMIN
Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung,
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